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Jl. Sutan syahrir No 2 Pangkalan'Bun (74112) Kalimantan Tengahn Telp. (0532)237s2

- ... : pangkalan Bun, ZLApill 2021t,-r

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Penting,
1 (satu) eksemplar.
ldentifi kasi Jabatan untuk
Penyetaraan Jabatan Administrasi, .

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah

._ Kabupaten Kotawaringin Barat
' di-

Pangkalan Bun

Dalam rangka pelaksanaan Feraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi 'Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi kd:Jabatan Fungsional dan menindaklanjuti Surat Direktur
Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA,
tanggal 26 Maret .2021 hal Psnyederhanaan Birokrasi pada Jabatan
Administrasi di Lingkungan femerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang memerintahkan agar -Pemerintah Daerah segera melakukan tahapan
implementasi penyederhapabn birokrasi.kepada seluruh Jabatan Administrasi di
seluruh perangkat daerah, maka Pemer,intah Kabupaten akan mengadakan
identifikasi kembalijabatan administraBi di seluruh unit kerja. Penyampaian Hasil
ldentifikasi dan Penataan" Kelembagaan Administrasi dimaksud kepada
Kemendagri adalah paling,larnbat 30 April'2021.

Sesuai petunjuk lanjutait dari K'ementerian Dalam Negeri bahwa pada
Pemerintah Kabupaten/Kota;.Jabatan A'dministrasi yang akan disetarakan dalam
Jabatan Fungsional adalah. Jabatan Pengawas sesuai kriteria yang telah
ditetapkan. Untuk memperqepat groses identifikasijabatan dimaksud, dengan ini
diminta kepada seluruh'perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat agar mela$ganakan identifikasi Jabatan Pengawas di
perangkat daerahnya mdsing-rndsing. Bahan untuk melakukan identifikasi dapat
d i u nd u h d i al amat http ://bit lyiPeriygtaraan-J abatan 2021 .

Hasil identifkasi tersebut dibuat dalam format daftar sebagaiman
terlampir dan selanjutnya .diserahkan. ke Bagian Organisasi dan dokumen
softcocpy juga dapat dikirimkan ke- email : baq.orqanisasisetdakobar@qmail.com
paling lambat 23 Aprilr 2021.: Sblanjutnya akan dilaksanakan pembahasan
terhadap hasil identifikasiiersebut oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat bersama :perangkat daerah masing-masing pada waktu yang akan
ditentukan kemudian. ., : : , 1

Demikian disampaikan, alqs pgrhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih

KA
DAERAH

NGIN BARAT

*\_

SUYANTO, S.H., M.H.
: Pembina Utama Madya

NtP. 19640418 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. ;:
Bupati Kotawaringin Barat (sebagai lapoian).
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DAFTAR IDENTIFIKASI JABATAN ADMINISTRASI (JABATAN PENGAWAS/ ESELON IV) UNTUK PENYETARAAN KE JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

t.

NO JABATAN PENGAWAS {ESELON rV)

TUGAS JABATAN
(SESUAI PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH MASING.MASING)

DIUSULKAN UNTUK DISETARAKAN KE
JABATAN FUNGSIONAL

KETERANGAN
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PangkalanBun, April2021

KEPA14.................. (Perangkat Daerah)
KABUPATEN KOTAWARIGIN BARAT

.......(Nama)........
(Pangkat)

(NrP)

Halaman 1 Per Perantkat Daerah
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Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

:130/L970/OTDA

; SeSera

DALAM NEGERI
RFPUBLTK TNDONESTA

Yth
Jakarta, 26 Maret 2O2l
1. Gubernur
2. BupatiM/alikota

di-
Seluruh lndonesia

'U

l

i.

Penyederhanaan Birokrasi pada
Jabatan Administrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Menyusuli surat'Menteri Dalam Negeri Nomor 130/4846/SJ tanggal
31 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut Proses Penyederhanaan Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah ilan sambil mentinggu pengesahan regulasi
pengaturan Penyederhanaan Birokrasi 'di lingkungan Pemerintah Daerah serta
mengingat tenggat waktu pelaksanaln Penyederhanaan'Birokrasi yang singkat
diharapkan agar seluruh" Gqbernur; Bupati dan Walikota segera menindaklanjuti
hal-halsebagai berikut .,'-'

1. Segera melakukan tahapan implemenfasi penyederhanaan birokrasi kepada
seluruh Jabatan Ailministrasi di seluruh Perangkat Daerah dengan
melakukan identifikasi kembali terhadap seluruh unit kerja dengan kriteria
sebagai berikut:

a. Unit kerja yang' akan disederhanakan adalah unit kerja yang
melaksanakan tugas.dan fungsi dengan ruang lingkup:

1) analisis dan p-enyiapan bahan dan/atau kebijakan;
2) koordinasi, pdriiantiuan, dan evaluasi keb'rjakan;

3) pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan;

4) pelaksanaan,l tugas yang' memiliki kesesuaian dengan iabatan
fungsional;dari/atau 

.

5) pelayanan'teknis fungsional;,

b. Unit kerja yang dipedahankan aObtah unit kerja yang melaksanakan
tugas dan fungsldengan ruang lingkup:

1 ) kewenangan otorisasi'bersifat atributif;
2) sebagai kepala satuan feta yang memiliki kewenangan berbasis

kewitayahan;" . . .

3) sebagai kepala satuhn kerja pelaksana teknis mandiri; dan/atau
4) sebagai kepaH Unit keria pengadaan barang{asa.

2. Dalam melakukan tahap.an identifikasi, perlu melibatkan Perangkat Daerah
yang membidangi perencanaari.dan pengelolaan anggaran untuk menjamin
ketersediaan anggaran",sebagai implikasi kebijakan Penyederhanaan
Birokrasi dan Penyet araan Jabqlan,

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan tahapan
Penyederhanaan Bir6krasi di,'lingk'ungan Pemerintah Daerah sebagai
beri[ut :-

a. ldentifikasi dan Pendtaan.Kelgmbagaan Jabatan Adrninistrasi yang akan
dialihkan ke Jabalan Fungsional oleh Pemerintah Daerah pada bulan
Maret s.d. Mei 2021.
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b. Pemberian Persetujuan has.il identifikasi .labatan Administrasi yang akan
dialihkan ke Jabatan'Fung$'ional oleh Kementerian Dalam Negeri pada
minggu kedua bulan Juni 2021.

c. Pelantikan Jabatah' Furrgsiondl' dan Pelaporan hasil Penyederhanaan
Birokrasi kepada KenrEnterian Dalam Negeri paling lambat dilaksanakan
pada minggu keempat bulan Juni 2021.

Hasil identifikasi dan Perfataan :Kbtembagaan Jabatan Administrasi
sebagaimana disebutkan pada qngka 3'huruf a, agar disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri. mela{ui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam
bentuk soft copy dan hard copy, paiing lambat tanggal 30 April zAX.
Dalanr menindaklanjuti ,liebijqkan ihi: agar Pemerintah Daerah Provinsi
memfasilitasi setiap pelaksanaan'takapan Penyederhanaan Birokrasi yang
dilakukan oleh Pemer'intah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi pelhatian dalam polaksanaannya

Negeri
Daerah,

Malik, M.Si

5

1. Menteri Dalam Negeri; ".',"..

2. Menteri Pendayagunaan Aparittur Negara.dan Reformasi Birokrasi;

4. Ketua DPRD KabuPaten/Kota. 
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rij
4 KRITERIA JABATAN YANG DIPERTAHANKAN DI KABUPATEN/KOTA:

1. Kewenangan otorisasi bersifat atributif; :.

a. Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah dan.Dlnis/Badin/Sekreiaiiat DPRD/Inspektorat

b. Sub Bagian Tata Usaha pada atau sebutan lain pada'sBkietiriat Daerah/ Sekretariat DPRD/lnspektorat

c. Pejabat Pengawas dibawah Sekretariat pada Dinas/Ba$an/Sekietariat DPRD/lnspehorat

2. Sebagai kepala satuan kerja yang memilikikewenangan berbasis

kewilayahan; rrr:- '

a. Camat dan Sekretaris Kecamatan ,:

b. Lurah dan Sekretaris Lurah

3. Sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri; dan/atau
Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah ..

Kasubbag Tata Usaha atau sebutan lain Bumah Saki|'Daerah.

Kepala UPTD pada Dinas/Badan , , l

Kasubbag TU UPTD pada Dinas/Badan :

4. Sebagai kepala unit kerja pengadaan barangfiasa.
Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat'Admini5trasi yang mgnangani Pengadaan Barang dan Jasa pada
Sekretariat Daerah 

.,,1

a,

b.

c.

d.

a.

i

i.

HASIL IDENTIFIKASI
DITJEN OTDA KEMENDAGRI

JABATAN YANG DI PERTAHAN I(AN
.:

1. Fejabat'l A(ministrator pada Sekretariat Daerah dan DinasBadanl

, Sekretafi at 0PRD/Inspektorat

2r ' Sub Bagihn Tata Usaha atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah

3, . Rejabat Pengawas dibawah Sekretariat pada Dinas/Badan/ Sekretariat

.. DPRD/lnspektorat

4. Pada Bagian.Pgngadaan Barang dan Jasa, Pejabat Administrasi yang
" menanganiFengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah

5.' " Direktur-dan/atau Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah

6, ' Kasubbag Tata Usaha atau sebutan lain Rumah Sakit Daerah

7. Kepala UPTD pada Dinas/Badan

8, KasubbagTU pada UPTD Dinas/Badan

9, . Camat dan Sekr.dtaris Kecamatan

1b. turan dan Sekretaris Lurah

JAFATAry I4,ff G : P ! 
s E D E RH AN AKAN

t, , fepnat Pengawas pada Dinas/Badan

2.' Fejabat Pengawas pada Sekretariat Daerah

3. Pejabat Peqgawas (Kepala Seksi) pada

Dina9Badan .

ii _ .. 
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HASIL
IDENTIFIKASI
PEMERINTAH

KAB/KOTA

UPTD
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Surat MDN No. 130 lLgT}tOTDA Tg1 26 Marbt 2021
, l,

1. Identifikasi dan Penataan Kelembagaan Jabatan

Administrasiyang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional

oleh Pemerintah Daerah pada bulan trlliret s.d Mei 2A21

2, Pemberian Persetujuan Hasil ldentifikasi Jabatan

Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional

oleh Kementerian Dalam Negeri pada;minEgu kedua bulan

Juni 2021

3. Pelantikan Jabatan Fungsional dan Petbpor4n hasil

Penyederhanaan Birokrasi kepada Kementerian Dalam

Negeri paling lambat dilaksanakan padaminggu' keempat

bulan Juni2021

r@NEr @ M
]Mlffid{lfu
f!l#ifhEtfth

Edm6i*

{ & B s*i'.sMl*hffisu
.t,fu5'*ry*ffi&tu

cer'elM6rd&*i6*

Mendorong kepemimpinan dari

JPT demi menggerakkan

dan memberikan pelayanan yang

cepat Penyederhanaan birokrasi diyakini

mampu menghemat anggaran

negara.Pengalihan ke jabatan

fungsionalyang lebih

menghargai keahlian dan

kompetensi masing-masing

PNS Meningkatkan efektivitas dan

elisiensi dalam mendukung kineria

pelayanan pemerintah kepada publik

Penyederhanaan Birokrasi

dinilai mampu mengurapgi

temuan yang dihasilkan dari

lnstansi Pemeriksa
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birokrasi yang ramping,
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Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah
Keuntungan yang Langsung diterima 6leh PNS yang dialihkan kedalam Jabatan Fungsional:

Karir tidak terhambat, bisa"
diangkat dalam Jabatan

Administrator dan ikut Selelisi JPT

Kerja lebih
proffessional sesuai

.irnis keahlian

Pangkat bisa naik setiap 2

tahun sesuai kinerja poin
angka kredit

Pensiun dalam
tlsia 60 Tahun

Keunfungan
yang

Diterimd
i lrJ

L_J.

Untuk saat ini pengalihan dalam
jabatan fungsional dilaksanakan

tanpa sbletsi
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